








 Pada dasarnya penetapan status yang diberlakuakan oleh kepolisian untuk tindak 
pidana perdagangan orang belum benar secara yuridis yaitu mengacu kepada 
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang mengatur tentang penetapan korban, 
pelaku, restitusi (biaya penganti kerugian untuk korban TPPO) serta consent/without 
consent atau mengenai persetujuan korban tindak pidana perdagangan orang, tetapi 
perlu mendapat perhatian pembedaan antara budak seks dan pekerja seks komersial 
yang kerap menimbulkan pertentangan karena penindakan berbeda akan terjadi bila 
Undang-Undang dapat mengatur dengan jelas pengertian kedua hal tersebut. 
Disamping itu kepolisian juga bekerjasama dengan kementrian sosial (kemensos) 
dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang lewat pembentukan 







 Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai tindak lanjut 
dari kesimpulan yang ada sebagai berikut: 
 1. Adanya mekanisme yang jelas dan baik mengenai penanganan korban TPPO 
terutama mengenai tanggung jawab Negara tentang pemulihan kondisi korban yang 
diatur didalam Undang –Undang No 21 tahun 2007 pasal 52 (RPTC). 
 2.  Adanya kerjasama yang melibatkan banyak instansi terkait untuk memebantu dan 
memmudahkan kepolisian dalam menghetikan TPPO yang sedang berjalan. 
 3. Adanya langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah masing-masih 
daerah yang rawan TPPO baik pengalokasian anggaran hingga membentuk gugus 
tugas yang beranggotakan wakil dari pemerintah.    
 4. Adanya penindakan serius melalui pembaharuan Undang-Undang TPPO yaitu 
menjelaskan bahwa seksualitas harus diletakkan kepada kedudukan luhurnya 
baukan hanya sebagai hak atau kesenangan melainkan sebagai unsur penting yang 
didalamnya terdapat pertanggungjawaban, kemudian pelacur tidak dapat dipaksakan 
untuk sama dengan korban, dengan kata lain prostitusi tidak bisa disejajarkan 
dengan perdagangan orang. 
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